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REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERTEMUAN/RAPAT
DI LUAR KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi kinerja
aparatur di lingkungan Kementerian Pariwisata, perlu
dilakukan langkah-langkah yang sistematis, terpadu,
dan berkelanjutan, khususnya mengenai
penyelenggaraan pertemuan/rapat di luar kantor di
lingkungan Kementerian Pariwisata;

b. bahwa acuan yang bersifat umum mengenai
penyelenggaraan pertemuan/rapat di luar kantor di
lingkungan Kementerian telah diatur dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar
Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan
Efektivitas Kerja Aparatur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pertemuan/Rapat Di
Luar Kantor Di Lingkungan Kementerian Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Nomor PM.133/UM.001/MPEK/2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 1223);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar
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Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan
Efektivitas Kerja Aparatur;

11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 545);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERTEMUAN/
RAPAT DI LUAR KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PARIWISATA.

Pasal 1
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor
Di Lingkungan Kementerian Pariwisata merupakan acuan bagi Aparatur
Sipil Negara di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata
dalam menyelenggarakan pertemuan/rapat di luar kantor.

Pasal 2
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor
Di Lingkungan Kementerian Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 berupa:
a. tata kelola penyelenggaraan pertemuan/rapat di luar kantor; dan
b. tata cara pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pertemuan/rapat

di luar kantor.
Pasal 3

Tata kelola penyelenggaraan pertemuan/rapat di luar kantor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran
I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

Pasal 4
Tata cara pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pertemuan/rapat
di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2015
MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF YAHYA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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